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BUPATI KOTABARU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 8 TAHUN 2018  

TENTANG 
 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2018 - 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTABARU, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 - 2025; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor    27    Tahun    1959    
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda 
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3470); 

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421);  

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 
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5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5490); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  2015  Nomor 58,  
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia 
Nomor 5679);  

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 
tengtang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516); 

11. Peraturan   Pemerintah Nomor  26  Tahun  2008  
tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4562);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5285); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6123); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 3); 

20. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 1173);  

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 
17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 
16);  
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22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 
11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan  Nomor 71);  

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 
2015 Nomor 9);  

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 
7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2016 Nomor 7); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 
Nomor 05);  

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 
Tahun 2014 tentang Kepariwisataan dan Izin 
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 04); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 
2016 Nomor 17); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN KOTABARU 

dan 

BUPATI KOTABARU 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK 
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN 
KOTABARU TAHUN 2018 – 2025. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah/Kabupaten adalah Kabupaten Kotabaru.  

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah 
Bupati Kotabaru.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelanggara Pemerintahan Daerah.  

5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan 
oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 
mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 
pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 
daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu 
sementara. 

6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata 
dan didukung berbagai fasilitas serta layanan  yang 
disediakan  oleh  masyarakat, pengusaha, pemerintah, 
dan pemerintah daerah. 

7. Kepariwisataan  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang 
terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi 
serta multidisiplin   yang   muncul   sebagai   wujud 
kebutuhan  setiap  orang  dan  negara  serta  interaksi 
antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama 
wisatawan, pemerintah,   pemerintah   daerah,   dan 
pengusaha. 

8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Kabupaten, yang  selanjutnya  disingkat RIPPAR-KAB 
adalah pedoman utama bagi perencanaan, 
pengelolaan, dan pengendalian pembangunan 
kepariwisataan ditingkat Kabupaten yang berisi visi, 
misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang 
perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan 
dalam pembangunan kepariwisataan. 

9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

10. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 
keunikan, keindahan, dan nilaiyang berupa 
keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil 
buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 
kunjungan wisatawan. 
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11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut 
Destinasi Pariwisata adalah  kawasan  geografis  yang  
berada  dalam satu atau lebih wilayah administratif 
yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas 
umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta 
masyarakat yang saling terkait dan melengkapi 
terwujudnya kepariwisataan. 

12. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses 
untuk menciptakan, mengkomunikasikan, 
menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi 
dengan wisatawan untuk mengembangkan 
kepariwisataan dan seluruh pemangku 
kepentingannya. 

13. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata 
yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang 
dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan 
dalam penyelenggaraan pariwisata. 

14. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur 
beserta jaringannya   yang   dikembangkan   secara 
terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, swasta dan masyarakat,  sumber  daya 
manusia, regulasi, dan mekanisme  operasional yang 
secara berkesinambungan guna menghasilkan 
perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang 
kepariwisataan. 

15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis yang secara 
khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan 
kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan 
dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata. 

16. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan 
barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 
wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

17. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan 
pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang 
terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan. 

18. Kawasan Pariwisata Daerah selanjutnya disebut 
dengan Destinasi Pariwisata Kabupaten, disingkat 
DPK adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan 
wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah 
ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata 
dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi 
budidaya selama mendukung fungsi yang sudah 
ditetapkan dalam rencana tata ruang. 

19. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, selanjutnya 
disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi 
utama pariwisata atau memiliki potensi untuk 
pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh 
penting dalam satu aspek atau lebih, seperti 
pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, 
pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung 
lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 
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20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten 
selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang 
pariwisata yang mencakup luasan area tertentu 
sebagai suatu kawasan dengan komponen 
kepariwisataannya, serta memiliki  karakter  atau  
tema  produk  wisata tertentu yang dominan dan 
melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan 
tersebut. 

21. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan 
penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis 
pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta 
berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan 
penyajian produk bermuatan pendidikan dan 
pembelajaran, berdampak negatif minimal, 
memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan 
ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan 
lindung, kawasan terbuka,  kawasan  alam,  serta  
kawasan budaya. 

22. Pariwisata perkotaan adalah pariwisata yang 
memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber 
daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat 
sebagai daya tarik wisata yang mampu 
mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan 
wisatawan. 

23. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan 
berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber 
daya alam dan sumber daya manusia dengan cara 
menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan 
sumber daya alam untuk menopangnya. 

24. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan 
dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat 
dipertanggungjawabkan  dari  aspek  sosial  dan 
lingkungan hidup. 

25. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal 
menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan 
tujuan pengelolaan. 

26. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari 
pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat 
individu untuk menciptakan kesejahteraan serta 
lapangan  pekerjaan  melalui  penciptaan  dan 
pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu. 

27. Setiap orang adalah orang perorangan dan/atau 
korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang 
tidak berbadan hukum. 

28. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah satuan kerja unsur pembantu 
Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
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BAB II 
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  

Bagian Kesatu  
Umum 

Pasal 2 
 

(1) Pembangunan Kepariwisataan, meliputi: 
a. Destinasi Pariwisata; 
b. Pemasaran Pariwisata; 
c. Industri Pariwisata; dan 
d. Kelembagaan Kepariwisataan. 

(2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-KAB. 

(3) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memuat: 
a. visi; 
b. misi; 
c. tujuan; 
d. sasaran: 
e. arah kebijakan strategi, dan indikasi program 

pembangunan Destinasi Pariwisata; 
f. arah kebijakan strategi, dan indikasi program 

pembangunan Pemasaran Pariwisata; 
g. arah kebijakan strategi, dan indikasi program 

pembangunan Industri Pariwisata; dan 
h. arah kebijakan strategi, dan indikasi program 

pembangunan Kelembagaan Pariwisata. 

(4) Visi pembangunan  kepariwisataan Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah 
Mewujudkan Kabupaten Kotabaru sebagai Kawasan 
Destinasi Wisata yang Maju dan Berwawasan 
Lingkungan Tahun 2025. 

(5) Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah: 
a. mengembangkan destinasi  pariwisata andalan;   
b. menerapkan  pola pembangunan  berkelanjutan 

dalam mengembangkan destinasi wisata;  
c. menerapkan teknologi informasi dalam membangun 

jaringan promosi pemasaran wisata yang inovatif; 
d. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya 

saing,  mampu menggerakkan kemitraan usaha, 
dan bertanggung jawab atas kelestarian dan 
keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya; 

e. membangun sistem kelembagaan pariwisata 
Daerah yang partisipatif dan integratif yang efektif 
dalam penata-kelolaan aktifitas kepariwisataan; 
dan 

f. mendorong peningkatan pemanfaatan potensi 
kepariwisataan lokal berupa produk, jasa dan 
sumber daya sosial budaya. 
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(6) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah: 
a. meningkatkan  kuantitas dan kualitas  destinasi  

wisata yang mampu meningkatkan kunjungan 
wisatawan;  

b. menjamin manfaat berkelanjutan dari pengelolaan 
pariwisata 

c. meningkatkan akses, baik secara kuantitas maupun 
kualitas  informasi kepariwisataan Kotabaru bagi 
calon wisatawan mancanegara dan wisatawan 
nusantara; 

d. meningkatkan jumlah industri pariwisata  yang 
berdaya saing dan memiliki kepekaan terhadap 
tanggung jawab sosial dan lingkungan lokal; 

e. meningkatkan efekvitas implementasi rencana dan 
mekanisme pemantauan program/kegiatan 
pengembangan kepariwisataan daerah; dan 

f. meningkatkan ekonomi lokal dan kontribusi 
pariwisata dalam pendapatan asli daerah. 

(7) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah: 
a. sasaran pembangunan Destinasi Pariwisata, 

meliputi: 
1. terwujudnya destinasi pariwisata andalan di 

Kabupaten Kotabaru; 
2. diterapkannya pola pembangunan berkelanjutan 

dalam mengembangkan kepariwisataan; dan  
3. terwujudnya peningkatan pemanfaatan potensi 

kepariwisataan lokal meliputi produk, jasa dan 
sumber daya sosial budaya. 

b. sasaran pembangunan Pemasaran Pariwisata, yaitu 
diterapkannya teknologi informasi dalam 
membangun jaringan promosi pemasaran wisata 
yang inovatif. 

c. sasaran pembangunan Industri Pariwisata, yaitu 
terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing,  
mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan 
bertanggung jawab atas kelestarian dan 
keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya. 

d. sasaran pembangunan Kelembagaan Pariwisata, 
yaitu terbangunnya sistem kelembagaan pariwisata 
daerah yang partisipatif dan integratif yang efektif 
dalam penata-kelolaan aktifitas kepariwisataan. 

(8) Pelaksanaan RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh 
Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. 

 

Pasal 3 

(1) RIPPAR-KAB menjadi pedoman bagi pembangunan 
kepariwisataan Kabupaten. 

 

 

 



- 10 - 
 

 
 

 

(2) Dokumen RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  

Pasal 4 

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran 
pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan 
ayat (7), ditetapkan indikasi program pembangunan  
Kepariwisataan Kabupaten. 

 
 

Bagian Kedua 
Arah Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten 

Pasal 5 

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten, meliputi: 
a. pembangunan kepariwisataan Kabupaten 

dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma 
agama dan nilai budaya daerah; 

b. pembangunan kepariwisataan Kabupaten 
dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal; 

c. pembangunan kepariwisataan Kabupaten 
dilaksanakan  dengan  memberi manfaat untuk 
kesejahteraan masyarakat, keahlian,   kesetaraan dan 
berimbang; 

d. pembangunan kepariwisataan Kabupaten 
dilaksanakan dengan memelihara kelestarian alam 
dan lingkungan hidup; 

e. pembangunan kepariwisataan Kabupaten 
dilaksanakan dengan mengembangkan potensi wisata 
ekonomi kreatif; 

f. pembangunan kepariwisataan Kabupaten 
dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat 
setempat; 

g. pembangunan kepariwisataan Kabupaten 
dilaksanakan dengan menjamin keterpaduan 
antarsektor, antar daerah, antar pusat dan daerah 
yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam 
kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar 
pemangku kepentingan; dan 

h. pembangunan kepariwisataan Kabupaten 
dilaksanakan dengan mematuhi kode etik 
kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional 
dalam bidang Pariwisata. 

 

Pasal 6 

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar arah 
kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap 
komponen pembangunan kepariwisataan.  
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BAB III 
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 

PARIWISATA  

Bagian Kesatu 
Kebijakan 

Pasal 7 

Arah kebijakan pembangunan Pariwisata Kabupaten, 
terdiri atas: 
a. arah kebijakan pembangunan DPK, meliputi:  

1. peningkatan keterpaduan antar sektor dalam 
pengembangan struktur kepariwisataan dan 
perwilayahan destinasi pariwisata; 

2. peningkatan dan penataan daya saing daya tarik 
wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya 
tarik wisata buatan; 

3. peningkatan sarana/prasarana aksesbilitas dan 
konektivitas antar daya tarik wisata di dalam 
wilayah kabupaten, provinsi, nasional dan/atau 
regional serta konektivitas dengan destinasi utama  

4. peningkatan sarana dan prasarana umum dalam 
dukungan pertumbuhan, peningkatan kualitas dan 
daya saing kepariwisataan Kabupaten; 

5. peningkatan investasi pariwisata dalam mendukung 
pembangunan fasilitas akomodasi pariwisata; 

6. peningkatan pengembangan fasilitas pariwisata 
dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan 
usaha kecil dan menengah; 

7. peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat 
dalam kepariwisataan; 

8. peningkatan penguatan kemitraan dan kerjasama 
antarusaha pariwisata dan antara usaha pariwisata 
dengan usaha antar sektor terkait; 

9. peningkatan akses dan dukungan permodalan serta 
perluasan akses pasar terhadap produk industri 
kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala 
usaha mikro dan kecil;  

10. peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan 
kemampuan masyarakat serta pemangku 
kepentingan terkait; dan 

11. peningkatan kemudahan dan pemberian insentif 
investasi di bidang pariwisata sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan serta 
menggalakkan promosi investasi. 

b. arah kebijakan pembangunan Pemasaran Pariwisata 
Kabupaten, meliputi: 
1. peningkatan pasar wisatawan dalam bentuk 

pemantapan segmen pasar ekoturis yang bersifat 
segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan 
pengembangan destinasi ekowisata; 
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2. peningkatan citra kepariwistaan kabupaten secara 
berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai 
destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan 
berdaya saing; 

3. peningkatan kemitraan pemasaran pariwisata 
diwujudkan dalam bentuk pengembangan 
kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, 
berkesinambungan dan berkelanjutan; dan 

4. peningkatan penguatan dan perluasan eksistensi 
promosi di dalam negeri dan luar negeri. 

c. arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata 
Kabupaten, meliputi: 
1. peningkatan kualitas dan kuantitas keragaman 

daya tarik wisata; 
2. peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi dan 

layanan fasilitas pariwisata sesuai standar 
internasional dan berbasis keunikan dan kekhasan 
lokal; 

3. peningkatan kemitraan usaha pariwisata melalui 
skema kerja sama antara Pemerintah, pemerintah 
daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan 

4. peningkatan tata kelola dan manajemen usaha 
pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta 
bertanggung jawab terhadap lingkungan. 

d. arah kebijakan pembangunan Kelembagaan Pariwisata 
Kabupaten meliputi: 
1. peningkatan mekanisme kinerja organisasi dan 

penguatan organisasi kepariwisataan yang 
menangani bidang-bidang teknis kepariwisataan 
(pemasaran, industri dan destinasi); 

2. peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya 
manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah 
Daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan 

3. peningkatan penyelenggaraan penelitian dan 
pengembangan untuk mendukung pembangunan 
kepariwisataan. 
 

Bagian Kedua 
Strategi 

Pasal 8 

Arah strategi pembangunan Kepariwisataan dalam 
kebijakan pembangunan DPK, meliputi: 
a. Strategi peningkatan keterpaduan antar sektor dalam 

pengembangan struktur kepariwisataan dan 
perwilayahan destinasi pariwisata, yakni: 
1. menetapkan pusat pelayanan primer dan sekunder 

pariwisata secara terpadu dengan pengembangan 
Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat-Pusat Pelayanan 
Kawasan dalam struktur ruang wilayah kabupaten; 
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2. menetapkan DPK, KPPK dan KSPK sesuai dengan 
potensi dan keunggulan yang dimiliki masing-
masing kawasan secara seimbang di antara pulau-
pulau utama; dan  

3. memperkuat keterkaitan antar-KPPK, antar-KSPK, 
serta antara KPPK dan KSPK melalui peningkatan 
keterhubungan, pengembangan dan pengendalian 
investasi pariwisata dan pengembangan produk 
serta paket-paket wisata.  

b. Strategi peningkatan dan penataan daya saing daya 
tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya 
tarik wisata buatan, yakni: 
1. meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata 

alam yang telah berkembang sehingga dapat 
diandalkan menjadi keunggulan saing bagi 
destinasi; 

2. mengendalikan aktivitas wisata alam dalam batas-
batas daya dukung; 

3. meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman 
hayati (ekosistem, jenis, dan genetik) yang menjadi 
daya tarik wisata agar integritas lingkungan tetap 
terjaga kelestariannya; 

4. menata pola tapak daya tarik wisata alam secara 
harmonis guna mengintegrasikan fungsi-fungsi 
pemanfaatan bagi aktivitas wisata dan 
konservasi/perlindungan lingkungan; 

5. mengelola daya tarik wisata alam secara inovatif 
guna mengoptimalkan fungsi-fungsi pemanfaatan 
dan konservasi/perlindungan lingkungan; 

6. menggali unsur-unsur keunikan alam untuk 
dikembangkan sebagai daya tarik wisata baru; 

7. mengembangkan diversifikasi daya tarik wisata 
dengan memasukkan daya tarik wisata baru dalam 
paket-paket perjalanan wisata; 

8. meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata 
budaya yang telah berkembang sehingga dapat 
diandalkan sebagai komplementer keunggulan saing 
bagi destinasi selain daya tarik wisata alam; 

9. meningkatkan upaya konservasi warisan budaya 
(situs/cagar budaya dan peninggalan sejarah) dalam 
kepariwisataan; 

10. menata pola tapak daya tarik wisata budaya secara 
harmonis guna mengintegrasikan fungsi-fungsi 
pemanfaatan bagi aktivitas wisata dan 
konservasi/perlindungan warisan budaya; 

11. Mengelola daya tarik wisata budaya yang inovatif 
guna mengoptimalkan fungsi-fungsi pemanfaatan 
dan konservasi/perlindungan warisan budaya; 

12. meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata 
buatan sehingga dapat diandalkan sebagai 
komplementer keunggulan saing bagi destinasi 
selain daya tarik wisata alam; 
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13. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam 

pengelolaan daya tarik wisata buatan; 
14. menata pola tapak daya tarik wisata buatan secara 

harmonis guna mengintegrasikan fungsinya sebagai 
daya tarik wisata dan pemanfaatan tradisional; 

15. pengelolaan daya tarik wisata buatan yang inovatif 
berbasis masyarakat; 

16. penggalian unsur-unsur keunikan bangunan-
bangunan, pola perkampungan dan elemen-elemen 
arsitektur tradisional untuk dikembangkan sebagai 
daya tarik wisata baru;  

17. mengembangkan diversifikasi daya tarik wisata 
buatan dengan memasukkannya kedalam paket-
paket perjalanan wisata; 

18. mengembangkan keterpaduan antar daya tarik 
wisata alam, budaya dan buatan dalam paket-paket 
perjalanan wisata; dan  

19. memperkuat konektivitas antar daya tarik wisata 
alam, budaya dan buatan dalam struktur 
kepariwisataan Kabupaten. 

 
c. Strategi peningkatan sarana/prasarana aksesbilitas 

dan konektivitas antar daya tarik wisata di dalam 
wilayah kabupaten, provinsi, nasional dan/atau 
regional serta konektivitas dengan destinasi hinterland, 
yakni: 
1. mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan 

yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan 
pariwisata dan/atau kawasan pariwisata, antara 
pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan 
pariwisata dengan daya tarik wisata dan antar daya 
tarik wisata; 

2. mengembangkan dan meningkatkan pedestrian di 
pusat-pusat pelayanan pariwisata; 

3. mengembangkan dan meningkatkan dermaga di 
pulau-pulau kecil; 

4. mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan 
kolektor primer dan jalan lingkungan primer di 
masing-masing pulau; 

5. mengembangkan kapasitas Pelabuhan Laut dan 
Pelabuhan Penyeberangan serta penataannya 
sebagai pintu gerbang masuknya wisatawan melalui 
jalur laut; 

6. akselerasi pembangunan marina di Tanjung Kunyit 
dan Pulau Sembilangserta pengembangan dermaga-
dermaga khusus pariwisata di masing-masing 
kawasan pariwisata secara representatif; 

7. meningkatkan kelas/status dan/atau 
mengintegrasikan fungsi Bandara Kotabaru sebagai 
Bandara umum disertai dengan pengembangan 
kapasitas bandara; 
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8. meningkatkan ketersediaan sarana transportasi 

darat sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju 
destinasi dan pergerakan wisatawan internal sesuai 
kebutuhan dan perkembangan pasar dengan 
memprioritaskan usaha transportasi kerakyatan;  

9. meningkatkan ketersediaan sarana transportasi laut 
dan intensitas pelayaran angkutan niaga dan 
penyeberangan;  

10. mengembangkan dan meningkatkan kualitas 
kenyamanan dan keamanan sarana trasportasi 
darat; dan  

11. mengembangkan dan meningkatkan kualitas 
kenyamanan dan keamanan sarana angkutan laut 
internal termasuk pembinaan pelayaran rakyat dan 
pelayaran angkutan pariwisata internal yang 
dikelola masyarakat. 

d. Strategi peningkatan sarana dan prasarana umum 
dalam dukungan pertumbuhan, peningkatan kualitas 
dan daya saing kepariwisataan Kabupaten, yakni: 
1. meningkatkan kapasitas ketersediaan air bersih 

yang mendukung pengembangan pariwisata melalui 
optimalisasi pengembangan sumber-sumber air 
yang ada dan pengembangan jaringannya; 

2. meningkatan kapasitas ketersediaan energi listrik 
beserta jaringannya dengan mengembangkan 
sumber-sumber energi listrik terbarukan; 

3. mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan 
sarana persampahan disertai usaha pengelolaan 
sampah secara terpadu;  

4. mengembangkan instalasi pengelolaan air limbah 
secara komunal di pusat-pusat pelayanan 
pariwisata;  

5. mengembangkan prasarana dan sarana mitigasi 
bencana dengan mengoptimalkan potensi dan 
kearifan lokal; 

6. mengembangkan lembaga pendidikan tinggi 
setingkat Sekolah Tinggi atau Akademi di bidang 
pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata; 

7. mendorong partisipasi masyarakat untuk 
mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan 
di bidang pariwisata; 

8. mengembangkan fasilitas kesehatan dan 
keselamatan wisata selam; dan 

9. mengembangkan dan menata pasar-pasar 
tradisional sekaligus sebagai daya tarik wisata.  

e. Strategi peningkatan investasi pariwisata dalam 
mendukung pembangunan fasilitas akomodasi 
pariwisata, yakni mengembangkan dan meningkatkan 
ketersediaan fasilitas pariwisata dalam kerangka 
investasi pariwisata berdasarkan perwilayahan 
pariwisata. 
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f. Strategi peningkatan pengembangan fasilitas 
pariwisata dalam mendukung pemberdayaan 
masyarakat dan usaha kecil dan menengah, yakni: 
1. mengembangkan fasilitas pariwisata dalam 

kerangka pemberdayaan masyarakat, 
pengembangan desa wisata dan kampung-kampung 
wisata; dan  

2. mengembangkan pasar seni dan kios-kios 
cinderamata di pusat-pusat pelayanan pariwisata, 
daya tarik wisata dan desa-desa wisata. 

g. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat 
dalam kepariwisataan, yakni: 
1. memetakan secara partisipatif potensi dan 

kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal 
dalam pengembangan kepariwisataan; 

2. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat 
lokal dalam pengembangan kepariwisataan; 

3. mengembangkan kelembagaan dan menguatkan 
kelembagaan masyarakat yang telah ada guna 
mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam 
pengembangan kepariwisataan; 

4. mengembangkan potensi sumber daya lokal yang 
ada di masyarakat dan di lingkungan sekitarnya 
sebagai daya tarik wisata berbasis masyarakat lokal 
dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui 
pariwisata; 

5. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui 
desa wisata dan kampung-kampung wisata; 

6. meningkatkan kualitas produk industri 
kecil/kerajinan sebagai komponen pendukung 
produk wisata;  

7. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha 
pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang 
dikembangkan masyarakat lokal; 

8. mengembangkan regulasi untuk mendorong 
pemberian insentif dan kemudahan bagi 
pengembangan industri kecil/kerajinan dan usaha 
pariwisata skala usaha mikro dan kecil; dan 

9. mengembangkan regulasi untuk pelindungan 
terhadap kelangsungan industri kecil/kerajinan dan 
usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil. 

h. Strategi peningkatan penguatan kemitraan dan 
kerjasama antar usaha pariwisata dan antara usaha 
pariwisata dengan usaha antar sektor terkait, yakni: 
1. mendorong dan memfasilitasi pengembangan 

kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan 
industri kecil/kerajinan dan usaha mikro dan kecil; 

2. meningkatkan kualitas produk industri 
kecil/kerajinan dan layanan jasa kepariwisataan 
yang dikembangkan usaha mikro dan kecil dalam 
memenuhi standar pasar; dan 
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3. meningkatkan kualitas produk-produk pertanian, 

perkebunan, perikanan dan peternakan melalui 
pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi 
standar pasar pariwisata. 

i. Strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan 
serta perluasan akses pasar terhadap produk industri 
kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha 
mikro dan kecil, yakni: 
1. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan 

kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro 
dan kecil dengan sumber potensi pasar dan 
informasi global; 

2. meningkatkan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas 
akses pasar terhadap produk industri 
kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha 
mikro dan kecil; 

3. insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan 
bagi usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil 
dalam pengembangan usaha; dan 

4. bantuan permodalan untuk mendukung 
perkembangan industri kecil dan kerajinan dan 
usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil. 

j. Strategi peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan 
kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan 
terkait, yakni: 
1. mengintensifkan komunikasi-informasi-edukasi 

kepada masyarakat guna meningkatkan 
pemahaman dan kesadaran tentang sadar wisata 
dalam mendukung pengembangan kepariwisataan; 

2. meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim 
kondusif kepariwisataan setempat melalui 
kepeloporan tokoh-tokoh setempat; 

3. melibatkan masyarakat, tokoh dan generasi muda 
dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;  

4. membangun dan meningkatkan kualitas jejaring 
media dalam mendukung upaya peningkatan 
kesadaran dan peran masyarakat dan 
pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata; 

5. mengembangkan komunikasi-informasi-edukasi 
mengenai kepariwisataan kepada masyarakat dan 
sekolah-sekolah; dan 

6. meningkatkan kuantitas dan kualitas serta 
penyebaran informasi pariwisata nusantara kepada 
masyarakat untuk menumbuhkan wawasan 
kepariwisataan. 

k. Strategi peningkatan kemudahan dan pemberian 
insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan serta 
menggalakkan promosi investasi, yakni: 
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1. meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan 

ketentuan yang ada melalui pengembangan 
kapasitas birokrasi; 

2. menyempurnakann regulasi yang menghambat 
investasi; 

3. menyediakan informasi peluang-peluang investasi 
yang mudah diakses; dan 

4. meningkatkan promosi investasi di bidang 
pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri. 
 

Pasal 9 

Arah strategi pembangunan Kepariwisataan dalam 
kebijakan pembangunan Pemasaran Pariwisata 
Kabupaten, meliputi: 
a. Strategi peningkatan pasar wisatawan dalam bentuk 

pemantapan segmentasi pasar untuk mengoptimalkan 
pengembangan destinasi ekowisata, yakni: 
1. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk 

mendukung penciptaan destinasi ekowisata; 
2. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi 

pada pasar utama, baru, dan berkembang; 
3. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk 

meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;  
4. mengembangkan promosi berbasis tema ekowisata; 

dan 
5. meningkatkan pemasaran wisata konvensi, insentif 

dan pameran yang bertemakan ekowisata. 

b. Strategi peningkatan citra kepariwisataan Kabupaten 
secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra 
sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan 
berdaya saing, yakni: 
1. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra 

pariwisata Kotabaru sebagai Center Point of 
Indonesia serta keanekaragaman hayati, multi 
budaya dan keramahtamahan penduduk; dan 

2. meningkatkan promosi dan diplomasi guna 
mengkomunikasikan bahwa Kabupaten sebagai 
destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan 
berdaya saing. 

c. Strategi peningkatan kemitraan pemasaran pariwisata 
diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan 
pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan 
dan berkelanjutan, yakni: 
1. meningkatkan keterpaduan yang sinergis promosi 

antar pemangku kepentingan; dan  
2. mengembangkan berbagai strategi pemasaran 

berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, 
yang menekankan tanggung jawab terhadap 
masyarakat, sumber daya lingkungan dan 
wisatawan. 
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d. Strategi peningkatan penguatan dan perluasan 
eksistensi promosi di dalam negeri dan luar negeri, 
yakni: 
1. akselerasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata 

Daerah dan mengoptimalkan peran dan fungsinya; 
2. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi 

terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah;  
3. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di 

dalam negeri; dan 
4. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi 

pariwisata di luar negeri melalui fasilitasi program 
kemitraan antara pelaku promosi pariwisata 
Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi 
pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri. 

 
Pasal 10 

Arah strategi pembangunan Kepariwisataan dalam 
kebijakan pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten, 
meliputi: 
a. Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas 

keragaman daya tarik wisata, yakni: 
1. mengembangkan manajemen atraksi termasuk 

manajemen berbasis lingkungan dan pelibatan 
masyarakat;  

2. mengembangkan, melengkapi dan memperbaiki 
kualitas interpretasi daya tarik wisata; 

3. menguatkan kualitas produk wisata; dan  
4. meningkatkan pengemasan produk wisata dan 

diversitas keragaman paket-paket produk wisata.  

b. Strategi peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi dan 
layanan fasilitas pariwisata sesuai standar 
internasional dan berbasis keunikan dan kekhasan 
lokal, yakni: 
a. mendorong dan memfasilitasi penerapan 

meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha 
pariwisata melalui penyiapan perangkat-
perangkatnya; 

b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong 
pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, 
kecil dan menengah; dan 

c. memberikan insentif untuk menggunakan produk 
dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan 
lokal. 

c. Strategi peningkatan kemitraan usaha pariwisata 
melalui skema kerja sama antara Pemerintah, 
pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, 
yakni menguatkan kerja sama antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. 
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d. Strategi peningkatan tata kelola dan manajemen usaha 
pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta 
bertanggung jawab terhadap lingkungan, yakni: 
a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha 

pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan 
standar internasional dengan mengoptimalkan 
pemanfaatan sumber daya lokal; 

b. menerapkan sistem yang aman dan tepercaya dalam 
transaksi bisnis secara elektronik; 

c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan 
fasilitasi;  

d. mendorong tumbuhnya ekonomi biru (blue economy) 
di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan 

e. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang 
peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. 

 
Pasal 11 

Arah strategi pembangunan Kepariwisataan dalam 
kebijakan pembangunan Kelembagaan Pariwisata 
Kabupaten, meliputi: 
a. Strategi peningkatan mekanisme kinerja organisasi dan 

penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani 
bidang-bidang teknis kepariwisataan (pemasaran, 
industri dan destinasi), yakni: 
1. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan 

dalam struktur pemerintahan kabupaten; 
2. menguatkan kemampuan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan program 
pembangunan kepariwisataan; 

3. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan 
harmonisasi program pembangunan kepariwisataan 
baik secara internal SKPD yang membidangi 
pariwisata maupun lintas SKPD; 

4. menguatkan struktur dan fungsi organisasi pada 
bidang-bidang  pemasaran, industri dan destinasi 
pariwisata 

5. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi 
Pariwisata Daerah; 

6. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi 
Pariwisata Indonesia atau Daerah dan Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah dalam pembangunan 
kepariwisataan kabupaten; dan 

7. menguatkan struktur, fungsi dan kemitraan Badan 
Promosi Pariwisata. 

b. Strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber 
daya manusia Pariwisata di lingkungan pemerintah 
Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat, yakni: 
1. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas 

pegawai bidang kepariwisataan; 
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2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
pengelola pendidikan dan latihan bidang 
kepariwisataan; 

3. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya 
manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi; 

4. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di 
bidang kepariwisataan;  

5. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga 
pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi; 

6. mengembangkan lembaga pendidikan bidang 
kepariwisataan baik di tingkat Sekolah Menengah 
Kejuruan maupun pendidikan tinggi; dan 

7. mengembangkan lembaga pelatihan dan kursus 
bidang kepariwisataan. 

c. Strategi peningkatan penyelenggaraan penelitian dan 
pengembangan untuk mendukung pembangunan 
kepariwisataan, yakni: 
1. meningkatkan penelitian dalam rangka 

memperkuat; pengembangan destinasi berbasis 
ekowisata, pemberdayaan masyarakat dan 
pengembangan investasi melalui kerjasama dengan 
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, 
lembaga riset,  dan lembaga-lembaga internasional; 

2. meningkatkan penelitian dalam rangka 
pengembangan daya tarik wisata, pengembangan 
pasar baru dan pengembangan produk; 

3. meningkatkan penelitian dalam rangka 
pengembangan dan penguatan citra pariwisata, 
peningkatan daya saing produk pariwisata, dan 
penguatan industri pariwisata; dan 

4. meningkatkan penelitian dalam rangka 
pengembangan kemitraan usaha pariwisata, 
penciptaan kredibilitas bisnis, pengembangan 
tanggung jawab terhadap lingkungan, 
pengembangan organisasi kepariwisataan dan 
pengembangan sumber daya manusia pariwisata. 

 
BAB IV 

RENCANA STRUKTUR DAN PENGEMBANGAN 
PERWILAYAHAN PARIWISATA  

Bagian Kesatu 
Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata 

Pasal 12 

Rencana struktur Perwilayahan Pariwisata Kabupaten 
meliputi: 
a. Kawasan   Pariwisata   Daerah/DPK; 
b. KPPK; dan 
c. KSPK. 
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Pasal 13 

(1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, 
ditetapkan dengan kriteria: 
a. merupakan kawasan  geografis dengan cakupan 

wilayah kecamatan atau lintas kecamatan yang 
didalamnya terdapat kawasan pengembangan 
pariwasata daerah yang diantaranya merupakan 
kawasan strategis pariwisata provinsi dan 
Kabupaten; 

b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan 
dikenal luas secara nasional dan lokal serta 
membentuk jejaring produk wisata  dalam  bentuk  
pola  pemaketan  produk  dan  pola kunjungan 
Wisatawan; 

c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang 
mendukung penguatan daya saing; 

d. memiliki   dukungan   jejaring   aksesibilitas   dan   
infrastruktur   yang mendukung pergerakan 
Wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan 

e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor 
terkait. 

(2) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, 
meliputi: 
a. DPK Pamukan dan Sekitarnya 
b. DPK Kelumpang dan Sekitarnya; 
c. DPK Pulau Laut dan Sekitarnya; 
d. DPK Pulau Sebuku dan Sekitarnya; dan 
e. DPK Kepulauan Sembilan. 

 

Pasal 14 

(1) DPK   Pamukan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi: Kecamatan 
Pamukan Selatan, Pamukan Utara, Pamukan Barat, 
Sampanahan dan Sungai Durian, dengan destinasi 
wisata, yang terdiri atas: 
a. Air Terjun Pamandaman; 
b. Pasar Rebo; 
c. Balai Adat Sungai Durian; 
d. Pesta Adat Bawanang; 
e. Makam Ratu Intan;  
f. Pantai Indah Sesulung; 
g. Goa Tangkinang; 
h. Goa Liang Kadap; 
i. Goa Tangkuliang;   
j. Pantai Tanjung Ring; 
k. Pantai Padaelo; dan 
l. Makam Keramat Pecah Empat Sayyed Pandan. 
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(2) DPK Kelumpang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi Kecamatan 
Kelumpang Selatan, Kecamatan Kelumpang Hulu, 
Kecamatan Kelumpang Hilir, Kecamatan Kelumpang 
Barat dan Hampang, dengan destinasi wisata, yang 
terdiri atas: 
a. Tanjung Dewa; 
b. Batu Gunting; 
c. Goa Hasan Basri; 
d. Goa Temuluang Kadap; 
e. Goa Tamuluang Tarang; 
f. Goa Batu Tunggal; 
g. Goa Lalapin; 
h. Gunung Kapur; 
i. Batu Tulis; 
j. Batu Liang Kalam; 
k. Batu Belian; 
l. Batu Penjualang; 
m. Air Terjun Sahapi; 
n. Air Terjun Kelumpang Hulu; 
o. Pantai Tanjung Mahkota; 
p. Pantai Nangka Besar; 
q. Pantai Pulau Tabuan; 
r. Pantai Tanjung Pangga; 
s. Sungai Mantingi Besar; 
t. Hutan Bakau Kelumpang Selatan; 
u. Hutan Mangrove Langadai; 
v. Makam Raja-raja Cantung; 
w. Makam Habib Taha; 
x. Makam Pangeran Agung; 
y. Makam Guru Cantung;  
z. Tugu Perjuangan; 
aa. Telaga Biru; 
bb. Pasar Minggu Hampang; dan 
cc. Dusun Piring. 

(3) DPK Pulau Laut dan Sekitarnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi 
Kecamatan Pulau Laut Barat, Kecamatan Pulau Laut 
Tanjung Selayar, Kecamatan Pulau Laut Timur, 
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Pulau Laut 
Tengah, dan Kecamatan Pulau laut Kepulauan, dengan 
destinasi wisata, yang terdiri atas: 
a. Pantai Gedambaan; 
b. Pantai Pulau Kerayaan; 
c. Pantai Mekar Putih; 
d. Pantai Teluk Tamiang; 
e. Pantai Teluk Aru; 
f. Pantai Rindang Angin; 
g. Pantai Batu Laso; 
h. Pantai Cinta; 
i. Pantai Tanjung Mirih; 
j. Pantai Tanjung Kembar; 
k. Pantai Sungai Bulan; 
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l. Pantai Teluk Sirih; 
m. Pantai Teluk Tilalang; 
n. Pantai Payung-payungan; 
o. Pantai Ujung; 
p. Pantai Gosong Piring; 
q. Pantai Nusa Dua; 
r. Pantai Teluk Bulama; 
s. Pantai Batu Tungau; 
t. Tanjung Kunyit; 
u. Tanjung Pemancingan; 
v. Tanjung Pengharapan; 
w. Batu Balingkun; 
x. Batu Lumbung; 
y. Hutan Meranti Putih; 
z. Hutan Mangrove Stagen; 
aa. Air Terjun Pantai Gedambaan; 
bb. Air Terjun Seratak; 
cc. Air Terjun Tumpang Dua; 
dd. Air Terjun Bamega; 
ee. Air Terjun Salino; 
ff. Air Terjun Sebubum; 
gg. Gunung Mamake; 
hh. Gunung Lampu; 
ii. Gunung Batu Ladung; 
jj. Gunung Jambangan; 
kk. Gunung Belanda; 
ll. Waduk Gunung Bahalang; 
mm. Terumbu Karang Tanjung Kunyit; 
nn. Terumbu Karang Teluk Tamiang; 
oo. Terumbu Karang Tanjung Pemancingan; 
pp. Waduk Gunung Ulin; 
qq. Pantai Batu Jodoh; 
rr. Teluk Pari; 
ss. Goa Jepang Sebelimbingan; 
tt. Teluk Jagung; 
uu. Siring Laut; 
vv. Taman Saijaan; 
ww. Lapangan Gras Trak; 
xx. Kolam Renang Pantai Gedambaan; 
yy. Kolam Renang Sebelimbingan; 
zz. Pemancingan Salino;  
aaa. Labuan Mas; 
bbb. Pulau Kapak; 
ccc. Rampa Lama; 
ddd. Makam Raja-raja Pulau Laut; 
eee. Makam Belanda; 
fff. Makam Suku Bajau; 
ggg. Makam Habib Alwi; 
hhh. Makam Habib Almadali; 
iii. Makam Guru Kusayirin; 
jjj. Makam Guru Sulaiman Nain; dan 
kkk. Makam Guru Muhammad Hasan.  
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(4) DPK Pulau Sebuku dan Sekitarnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, meliputi 
Kecamatan Pulau Sebuku, dengan destinasi wisata, 
yang terdiri atas: 
a.  Kepulauan Samber Gelap (Penyu Bertelur); 
b.  Pulau Manti; 
c.  Terumbu Karang Pulau Samber Gelap; 
d.  Terumbu Karang Pulau Manti; 
e.  Cagar Alam Pulau Lari-larian; 
f.  Gosong Bangau; dan 
g.  Pulau Haur. 

(5) DPK Kepulauan Sembilan dan Sekitarnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, meliputi 
Kecamatan Pulau Sembilan, dengan destinasi wisata 
yang terdiri atas: 
a. Pulau Denawan (Penyu Bertelur); 
b. Pulau Bira-Birahan (Penyu Bertelur); 
c. Pulau Pamalikan; 
d. Pulau Marabatuan;  
e. Pulau Payung-payungan; 
f. Terumbu Karang Pulau Denawan; 
g. Terumbu Karang Pulau Birah-birahan; dan 
h. Pantai Teluk Sungai; dan 
i. Pantai Labuan Barat. 

(6) Peta perwilayahan rencana DPK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tercantum dalam 
Dokumen RIPPAR-KAB yang  merupakan  bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Kedua 
Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata dan 

Kawasan Strategis Pariwisata 

Paragraf 1 
Kawasan Pengembangan Pariwisata 

Pasal 15 

(1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, 
ditetapkan dengan kriteria: 
a. berada   pada   kawasan   geografis   di   dalam   

Kawasan DPK; dan  
b. memiliki tema tertentu dengan komponen daya tarik 

wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, 
aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait 
dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

(2) KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
ditetapkan dengan tema KPPK, sebagai berikut: 
a. KPPK Kawasan Perkotaan dengan tema wisata 

perkotaan, belanja dan kuliner;  
b. KKPK Kawasan Pantai dengan tema ekowisata 

pantai dan pemancingan;  
c. KKPK Kawasan Pulau-pulau dengan tema wisata 

bahari, selam dan snorkling;  
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d. KKPK Kawasan alam dan pengunungan dengan 
tema wisata minat khusus Petualang;   

e. KKPK Kawasan Goa dengan tema minat khusus 
perjalanan budaya dan petualangan hutan. 

f. KKPK Kawasan Pegunungan Kapur dengan tema 
Wisata Minat Khusus penjelajahan budaya dan 
hutan. 

Pasal 16 

(1) KPPK Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi Kecamatan 
Pulau Laut Utara, dengan lokasi wisata terdiri atas: 
Gunung Lampu/Mercusuar, Pusat Perbelanjaan, dan 
Taman Kota.   

(2) KPPK Kawasan Pantai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (2) huruf b, meliputi lokasi wisata: 
a. Tanjung Dewa Kecamatan Kelumpang Selatan; 
b. Pantai Laso Watu dan Pantai Teluk Aru Kecamatan 

Pulau Laut Kepulauan; 
c. Pantai Sesulung Kecamatan Pamukan Selatan. 

(3) KPPK Kawasan Pulau-Pulau sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, meliputi lokasi wisata: 
a. Pulau Manti Kecamatan Pulau Sebuku; 
b. Pulau Pamalikan, Pulau Denawan, Pulau 

Marabatuan dan Pulau Payung-payunganan, 
Kecamatan Pulau Sembilan.  

(4) KPPK Kawasan Alam dan Pegunungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, meliputi 
lokasi wisata: 
a. Air terjun Tumpang 2 dan Bukit Mamake, 

Kecamatan Pulau Laut Utara; 
b. Air Terjun Seratak, Kecamatan Pulau laut Timur; 

dan 
c. Danau Biru Siayuh, Kecamatan Kelumpang Barat. 
d. Air Terjun Desa Batuah,  Kecamtan Pamukan Utara. 

(5) KPPK Kawasan Goa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (2) huruf e, meliputi lokasi wisata: 
a. Goa Hasan Basri, Kecamatan Kelumpang Barat; 
b. Goa Batu Tunggal, Kecamatan Kelumpang Hilir; dan 
c. Goa Temulung, Kecamatan Kelumpang Hulu. 

(6) KPPK Kawasan Gunung Kapur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, meliputi lokasi wisata: 
a. Wisata Minat Khusus Gunung Kapur, Kecamatan 

Kelumpang Hulu; dan 
b. Wisata Minat Khusus Gunung Kapur, Kecamatan 

Kelumpang Barat. 

(7) Peta perwilayahan rencana KPPK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tercantum dalam 
Dokumen RIPPAR-KAB yang  merupakan  bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Paragraf 2 
Kawasan Strategis Pariwisata 

Pasal 17 

(1) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, 
ditetapkan dengan kriteria: 
a. memiliki  fungsi  utama  pariwisata  atau  potensi  

pengembangan pariwisata; 
b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk 

menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki 
citra yang sudah dikenal secara luas; 

c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun 
internasional; 

d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai 
penggerak investasi; 

e. memiliki  lokasi  strategi  yang  berperan  menjaga  
persatuan  dan keutuhan wilayah; 

f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga 
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; 

g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha 
pelestarian dan pemanfaatan asset budaya, 
termasuk didalamnya aspek sejarah dan 
kepurbakalaan; 

h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat; 
i. memiliki kekhususan dari wilayah; 
j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar 

Wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial 
daerah maupun nasional; dan 

k. memiliki potensi trend produk wisata masa depan. 

(2) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. KSPK Pantai Gedambaan dan Pantai Siring Laut, 

Kecamatan Pulau Laut Utara; 
b. KSPK Ekowisata Hutan Meranti, Kecamatan Pulau 

Laut Utara; 
c. KSPK Teluk Tamiang dan Tanjung Kunyit, 

Kecamatan Pulau Laut Tanjung; dan  
d. KSPK Pulau Samber Gelap, Kecamatan Pulau 

Sebuku. 

(3) Peta perwilayahan rencana pengembangan KSPK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Dokumen RIPPAR-KAB yang  merupakan  bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
 

BAB V 
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA  

Pasal 18 

(1) Indikasi program  pembangunan   Kepariwisataan  
Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tahapan 
rencana pembangunan jangka pendek dan jangka 
menengah daerah. 
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(2) Dalam   pelaksanaan   indikasi   program  
pembangunan Kepariwisataan Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung 
jawab program dapat didukung oleh SKPD lainnya, 
dunia usaha, dan masyarakat. 

(3) Rincian  indikasi  program pembangunan  
Kepariwisataan Kabupaten dan penanggung jawab 
pelaksanaannya tercantum dalam  Dokumen RIPPAR-
KAB yang  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 

(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  indikasi  program  
pembangunan Kepariwisataan Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

 

BAB VI 
PENDANAAN 

Pasal 19 

(1) Pendanaan pelaksanaan indikasi program dan 
pengendalian RIPPAR-KAB bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Investasi Swasta, 
dan/atau kerjasama pendanaan. 

(2) Kerjasama pendanaan investasi swasta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 20 

Pengelolaan dana pembangunan Kepariwisataan 
dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, 
transparansi, dan akuntabilitas publik. 

 

BAB VII 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

 Pasal 21 

(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAR-
KAB dilakukan oleh dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah melalui SKPD yang membidangi urusan 
Kepariwisataan. 

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 
 BAB VIII 

LARANGAN 

Pasal 22 

Setiap orang dilarang: 
a. merusak sebagian atau seluruh fisik obyek dan daya 

tarik wisata; dan/atau 
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b. melakukan suatu tindakan yang dapat menyebabkan 
kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.  

 

BAB IX 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 23 

(1) Pejabat  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) tertentu  
di  lingkungan  Pemerintah  Daerah diberi wewenang 
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Daerah ini. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah : 
a. menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  

seseorang  tentang adanya tindak pidana atas 
pelanggaran Peraturan Daerah; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di 
tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; 

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari 
kegiatannya   dan memeriksa tanda pengenal diri 
tersangka; 

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat; 
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang 

tersangka; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah 

mendapat petunjuk dari penyidik polisi Republik 
Indonesia bahwa tidak terdapat cukup  bukti  atau 
peristiwa tersebut bukan   merupakan tindak 
pidana dan selanjutnya melalui   Penyidik   Polisi   
Negara   Republik   Indonesia memberitahukan hal 
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau 
keluarganya; dan 

i. mengadakan  tindakan lain menurut hukum yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut 
umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam  
Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana. 

 
BAB X 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 24  
 

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22, 
dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Kepariwisataan dan lingkungan 
hidup.  
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BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

(1) Jangka waktu perencanan RIPPAR-KAB, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan 
berakhir sampai dengan berakhirnya Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah. 

(2) RIPPAR-KAB dapat ditinjau kembali dalam kurun  
waktu  5  (lima)  tahun  sekali  guna mendapatkan 
masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPAR-
KAB selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi 
dan yang akan datang. 

(3) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau 
perubahan   batas  wilayah   Daerah   maka   RIPPAR-
KAB dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun 
waktu 5 (lima) tahun. 

 
Pasal 26 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru. 

   

Ditetapkan di Kotabaru 
pada tanggal 8 Juni 2018   

BUPATI KOTABARU, 
 

ttd 
        
 

H. SAYED JAFAR 
  

Diundangkan di Kotabaru 
pada tanggal  8 Juni 2018   

SEKRETARIS DAERAH  KABUPATEN KOTABARU, 
 
 

         ttd 
 
H. SAID AKHMAD 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
TAHUN 2018 NOMOR 8 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 39/2018)
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 8  TAHUN 2018 

TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN 
KOTABARU TAHUN 2018-2025 

 
1. UMUM 

  

 Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan 
Selatan dan salah satu destinasi wisatsa di Indonesia memiliki luas wilayah 
9.422,46 km2 sekaligus sebagai kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan 
Selatan dengan luas lebih dari seperempat (25,11%) dari luas wilayah 
Provinsi Kalimantan Selatan.  Beragaman potensi sumberdaya di kabupaten 
ini,  terutama keberagaman sumberdaya wisata.  Potensi wisata yang 
dimimilki sangat  memungkinkan pengembangannya dalam rangka 
menggerakkan ekonomi kerakyatan, kemandirian, mampu mengemban 
peningkatan kualitas kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat serta 
menjadi daerah tujuan destinasi wisata Kalimantan Selatan , nasional 
hingga skala internasional.  
 Jumlah penduduk kabupaten Kotabaru hasil Proyeksi Penduduk 
2010-2020,  pada tahun 2017  adalah 325.827 jiwa yang tersebar di  21 
kecamatan.  Jumlah penduduk  terbesar masih berada di kecamatan Pulau 
Laut Utara dengan 88.701 jiwa. Jumlah penduduk terkecil berada di 
kecamatan Kelumpang Utara yang hanya tercatat sebesar 5.931 jiwa (BPS, 
Kotabaru 2017).  
 Kekayaan alam dan budaya Kabupaten Kotabaru yang tersebar 
diseluruh Pulau-pulau Kecamatan telah mendorong Pemerintah Kabupaten 
Kotabaru untuk membangun dan menggali potensi budaya yang ada dan 
mengembangkan sektor pariwisata. Sektor ini penting untuk dikembangkan 
karena dapat memberikan manfaat langsung pada masyarakat dan menjaga 
kelestarian alam dan budaya yang telah diwariskan pendahulu kita dan 
selanjutnya akan terus di warisan ke generasi selanjutnya. 
 Kabupaten Kotabaru dengan wilayah yang terdiri dari pulau-pulau 
diharapkan mampu menjadi daerah tujuan wisata Kalimantan Selatan 
khsusunya dan daerah tujuan wisata nasional bahkan internasional, karena 
daerah ini memiliki potensi budaya (budaya pesisir, budaya pedalaman) 
dengan multi suku, seperti suku Banjar, Suku Dayak, Suku Bugis, Suku 
Bajau, Suku Mandar dan suku-suku lainnya. Tidak kalah menarik adalah 
sejarah budaya kabupaten ini bisa menjadi destinasi wisata yang khas yang 
mampu bersaing dengan  tujuan wisata lainnya di tanah air. Potensi alam 
dengan flora yang dimiliki mampu dijadikan sebagai wisata alam. Dari 
hamparan pantai luas dan gugusan pulau-pulau dapat dikembangkan 
sebagai wisata kelautan “Bahari”. Begitu juga gugusan pegunungan batu 
kapur yang dapat dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata gunung 
dengan goa-goa. Hutan yang masih luas dan memiliki nilai estetika dapat 
dikembangkan menjadi wisata hutan.  
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 Potensi yang besar namun belum dikelolah secara optimal, salah satu 
penyebabnya adalah belum masih belum tersedianya dokumen-dokumen 
perencanaan, kurangnya fasilitas pendukung, masih minimnya aksesibilitas 
rendahnya promosi dan kemitraan. Permasalahan masalahan tersebut perlu 
untuk dibuatkan solusi dan strategi pengembangan dalam sebuah 
perencanaan yang matang.  
 Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 
tentang kepariwisataan, bahwa pembangunan kepariwisataan nasional 
diselengarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
yang meliputi perencanaan pembangunan indsutri pariwisata, destinasi 
pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata yang terdiri 
atas :Rencana Induk Pembagunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), 
Rencana Induk  Pembagunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPAR-PROV), dan 
Rencana Induk Pembagunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPAR-
KAB/KOTA) 
 RIPPAR-KAB berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 
tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota, adalah pedoman utama bagi 
perencanaan, pengelolan dan pengedalian pembagunan kepariwisataan di 
tingkat kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana 
dan program yang direncanakan oleh para pemangku kepentingan  dalam 
pembangunan kepariwisataan.  
 Kondisi kepariwisataan Kabupaten Kotabaru selama ini berjalan 
secara alami dan sebagian besar destinasi wisata dikembangkan tanpa 
didukung dengan suatu perencanaan sehingga antar satu destinasi dengan 
destinasi lainnya tidak ada konektivitas dan tidak saling mendukung.  
Kondisi demikian akan berdampak pada perkembangan yang tidak seimbang 
antar sektor dan antar destinasi dimasa yang akan datang.  Oleh karena itu 
untuk memenuhi tuntutan pengembangan sektor pariwisata berdasarkan 
Undang-Undang Nomor Tahun 2009 dan Permen Pariwisata Nomor 10 tahun 
2016 maka  Pemerintah Kotabaru menetapkan Rencana Induk 
Kepariwisataan Kabupaten Kotabaru”. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1  
Cukup jelas.  
 

Pasal 2 
Ayat (1) 
     Cukup jelas. 
Ayat (2) 
     Cukup jelas. 
Ayat (3) 
      Cukup jelas. 
Ayat (4) 
     Cukup jelas. 
Ayat (5) 
     Cukup jelas. 
Ayat (6) 
     Cukup jelas. 
Ayat (7) 
      Cukup jelas. 
Ayat (8) 
     Cukup jelas. 
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Pasal 3 
 Ayat (1) 
     Cukup jelas. 
Ayat (2) 
     Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas.  
 

Pasal 5 
Cukup jelas.  
 

Pasal 6 
 Cukup jelas 
 
Pasal 7 

Cukup jelas.  
 

Pasal 8 
Cukup jelas.  
 

Pasal 9 
 Cukup jelas 
 
Pasal 10 

Cukup jelas.  
 

Pasal 11 
Cukup jelas.  
 

Pasal 12 
 Cukup jelas 
 
Pasal 13 

Ayat (1) 
     Cukup jelas. 
Ayat (2) 
     Cukup jelas. 
 

Pasal 14 
Ayat (1) 
     Cukup jelas. 
Ayat (2) 
     Cukup jelas. 
Ayat (3) 
     Cukup jelas. 
Ayat (4) 
     Cukup jelas. 
Ayat (5) 
     Cukup jelas. 
Ayat (6) 
     Cukup jelas. 
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Pasal 15 

 Ayat (1) 
     Cukup jelas. 
Ayat (2) 
     Cukup jelas. 

 
Pasal 16 

Ayat (1) 
     Cukup jelas. 
Ayat (2) 
     Cukup jelas. 
Ayat (3) 
     Cukup jelas. 
Ayat (4) 
     Cukup jelas. 
Ayat (5) 
     Cukup jelas. 
Ayat (6) 
     Cukup jelas. 
Ayat (7) 
     Cukup jelas. 
 

Pasal 17 
Ayat (1) 
     Cukup jelas. 
Ayat (2) 
     Cukup jelas. 
Ayat (3) 
     Cukup jelas. 
 

Pasal 18 
 Ayat (1) 
     Cukup jelas. 
Ayat (2) 
     Cukup jelas. 
Ayat (3) 
     Cukup jelas. 
Ayat (4) 

              Cukup jelas. 
 
Pasal 19 

Ayat (1) 
     Cukup jelas. 
Ayat (2) 
     Cukup jelas. 
 

Pasal 20 
Cukup jelas.  
 

Pasal 21 
 Ayat (1) 
     Cukup jelas. 
Ayat (2) 
     Cukup jelas. 
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Pasal 22 

Cukup jelas.  
 

Pasal 23 
Ayat (1) 
     Cukup jelas. 
Ayat (2) 
     Cukup jelas. 
Ayat (3) 
     Cukup jelas. 
 

Pasal 24 
 Cukup jelas 
 
Pasal 25 
 Ayat (1)  

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa 
pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan 
rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan bagian 
integral dari rencana pembangunan jangka panjang. Oleh karena 
itu, jangka waktu perencanaan Rencana Induk   Pembangunan   
Kepariwisataan   Kabupaten (RIPPAR-KAB)   Kabupaten Kotabaru 
disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Kotabaru, yaitu sampai tahun 2025. 
 

Ayat (2) 
     Cukup jelas 
Ayat (3) 
     Cukup jelas 

 
Pasal 26 

Cukup jelas.  
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